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ABSTRAK 

 

Sofia Retno Wulan, 202010050311010, Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang, “Analisis Puspaga Bhakti Pertiwi Sebagai Media 

Komunikasi Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Dan Anak Di Kota Batu”, Dosen Pembimbing : Ali Roziqin, S, AP., M.PA. 

Pemerintah Kota Batu melalui Dinas P3AP2KB dalam komitmennya melalui 

Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan 

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mana penanganan kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak sudah sepatutnya menjadi program prioritas pemerintah 

Kota Batu. Namun, dalam penyelenggaraannya masih dijumpai angka kasus kekerasan 

yang cukup meningkat dari tahun sebelumnya serta kurang mempublikasikan 

PUSPAGA Bhakti Pertiwi kepada masyarakat yang mana enggan dalam melaporkan 

kasus kekerasan. Dalam hal ini komunikasi pemerintah melalui PUSPAGA Bhakti 

Pertiwi dapat dijadikan alternative dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan 

dan anak di Kota Batu. Tujuan penelitian ini untuk menetahui komunikasi pemerintah 

terkait mekanisme PUSPAGA Bhakti Pertiwi sebagai upaya penanganan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak di Kota Batu. Metode penelitian yang di gunakan 

pendekatan kualitatif serta jenis penelitian deskriptif analitis. Sementara teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi literature, dan 

dokumentasi. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan skunder. Hasil 

penelitian Komunikasi pemerintah yang dijalin antar PUSPAGA Bhatkti Pertiwi 

dengan Dinas P3AP2KB terkhusus Bidang PPPA telah terjalin secara efektif dalam 

artian komunikasi pemerintah yang dijalin telah berjalan dengan baik, efektif,  serta 

komunikatif maka PUSPAGA Bhakti Pertiwi ini merupakan langkah yang tepat 

sebagai media komunikasi pemerintah dalam penanganan kekerasan terhadap 

perempuan di Kota Batu. 

Kata Kunci: Kekerasan; Komunikasi Pemerintah; PUSPAGA Bhakti Pertiwi 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Sofia Retno Wulan, 202010050311010, Government Science, University of 

Muhammadiyah Malang, "Analysis of Puspaga Bhakti Pertiwi as a Government 

Communication Media in Efforts to Handle Violence Against Women and Children in 

Batu City", Supervisor: Ali Roziqin, S, AP., M.PA. 

The Batu City Government through the P3AP2KB Service in its commitment 

through Batu City Regional Regulation Number 2 of 2013 concerning the 

Implementation of Protection for Women and Children Victims of Violence, where 

handling cases of violence against women and children should be a priority program 

for the Batu City government. However, during its implementation, the number of 

cases of violence was still found to have increased significantly from the previous year 

and there was a lack of publicity of PUSPAGA Bhakti Pertiwi to the public who were 

reluctant to report cases of violence. In this case, government communication through 

PUSPAGA Bhakti Pertiwi can be used as an alternative in handling violence against 

women and children in Batu City. The aim of this research is to find out government 

communication regarding the PUSPAGA Bhakti Pertiwi mechanism as an effort to 

handle violence against women and children in Batu City. The research method used 

is a qualitative approach and analytical descriptive research. Meanwhile, data 

collection techniques are carried out through interviews, observation, literature study, 

and documentation. The data sources used are primary and secondary data. The results 

of research on government communications that have been established between 

PUSPAGA Bhatkti Pertiwi and the P3AP2KB Service, especially the PPPA sector, 

have been established effectively in the sense that the government communications that 

have been established have been running well, effectively and communicatively, so 

PUSPAGA Bhakti Pertiwi is the right step as a government communication medium 

in handling violence against women in Batu City. 

Keywords: Violence; Government Communications; PUSPAGA Bhakti Pertiwi 
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